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ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Pemberian Komisi  untuk pemilihan Kepala Desa di Desa 

Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri” kripsi ini ditulis untuk 

menjawab pertanyaan: “Bagaimana praktek pemberian komisi  terhadap 

pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kabupaten Kediri dan bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pemberian komisi  pemilihan Kepala Desa di Desa Turus 

Kabupaten Kediri” 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik  

wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif 

dalam menjabarkan data tentang implementasi pemberian komisi  terhadap 

pemilihan Kepala Desa di Desa Turus Kabupaten Kediri. Selanjutnya data yang 

berhasil dihimpun dianalisis dari tinjauan hukum Islam. 

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pemberian komisi  yang dilakukan 

oleh Kepala Desa Turus menggunakan dua aliran dana dari bakal calon kepada 

tim sukses, yang pertama dana untuk tim sukses sendiri yang kedua dana yang 

dititipkan dari bakal calon Kepala Desa ke tim sukses yang akan dibagikan ke 

masyarakat. Dana yang memang diberikan ke tim sukses dari bakal calon ini 

statusnya ada dua yang pertama ujrah atau upah yang diberikan kepada tim 

sukses sebagai imbalan dari hasil kerja keras atau jerih payah selama membantu 

selama pencalonan bakal calon Kepala Desa tersebut. Sedangkan yang kedua 

adalah dana yang diberikan bakal calon Kepala Desa kepada tim sukses yang 

digunakan sebagai pembelian alat peraga selama pemilu seperti baliho, banner, 

selebaran dan lain – lain. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut hukum Islam, 

praktek di atas diperbolehkan dalam Islam karena dalam praktiknya memakai 

sistem ujrah atau upah jadi tim sukses tersebut jika diumpamakan bekerja untuk 

bakal calon Kepala Desa untuk memenangkan dalam pemilihan sehingga sudah 

sewajarnya bila diberi upah sebagai jerih payahnya dalam membantu 

kemenangan bakal calon Kepala Desa tersebut. Sedangkan aliran dana yang 

kedua dari tim sukses kepada masyarakat, pemberian ini diakui oleh tim sukses 

sebagai hibah atau pemberian, terkait hibah sendiri adalah pemberian kepada 

orang lain tanpa mengharapkan sesuatu. Disini permasalahannya adalah bahwa 

pemberian yang diakui sebagai hibah sangat tidak tepat karena berbarengan 

dengan pemilihan Kepala Desa sehingga pemberian tersebut lebih condong ke 

rishwah (suap). 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran terkait kasus tersebut adalah agar 

kiranya praktik tersebut dihindari, jika praktek tersebut bertujuan untuk agar 

kiranya masyarakat tidak golput maka harusnya uang tersebut diakomodir oleh 

panitia pemilihan yang selanjutnya diberikan ke pemilih. 

 


